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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Board Legal Affairs Committee is an assistant Institution of

Muhammadiyah leader which moves in the areas related to the
formulation and decision on relating religious matters  or faced by
Muhammadiyah or Muhammadiyah members. In its motion, the Board
Legal Affairs Committee is not only choosing a stronger opinion but
more than that, it implements collective ijtihad.

The use of the word Tarjih as the name of the Majlis Tarjih
Committee, and thus has expanded its meaning than simply choosing
a strong opinion of scholars from the side of the argument, as the
meaning Tarjih in the study of Ushulul Fiqh, but “Tarjih” interpreted
by Muhammadiyah said that it  works the same as  the motion of
ijtihad. Therefore, it can be said that the Board Legal Affairs Committee
is an institution of ijtihad in Indonesia, in addition to other ijtihad
institutions, such as MUI, NU and other Bahsul masail.

As an institution of ijtihad, Board of Legal Affairs Committee which
was initiated in the Muhammadiyah Congress  16th  in Pekalongan
1927, now has a pattern in the formulation and establishment of a
fatwa. This paper will try to present the pattern of determination of
Fatwa Board Legal Affairs Committee.
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PENDAHULUAN
Majlis Tarjih dan Tajdid Mu-

hammadiyah (selanjutnya ditulis
Majlis Tarjih) didirikan memang
tidak bersamaan dengan kelahiran
Muhammadiyah. Keberadaan Majlis
Tarjih dalam Muhammadiyah
merupakan hasil keputusan Kongres
Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan
pada tahun 1927, yang saat itu,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah di
bawah kepemimpinan KH. Ibrahim
(1878-1934).1 Pada Kongres itu
diusulkan perlunya Muhammadi-
yah memiliki Majlis yang mema-
yungi persoalan-persoalan hukum.
Melalui Majlis ini, persoalan-
persoalan hukum yang dihadapi
warga Muhammadiyah dapat
diputuskan oleh Majlis ini sehingga
warga Muhammadiyah tidak
terbelah ke dalam berbagai pen-
dapat dalam mengamalkan ajaran

Islam, khususnya terkait dengan
masalah fiqhiyyah.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpin-
an Wilayah Muhammadiyah Jawa
Timur selaku peserta Kongres meng-
usulkan kepada Kongres Muham-
madiyah ke-16, agar di Muhamma-
diyah dibentuk tiga Majlis, yaitu
Majlis Tasyrî‘, Tanfîż  dan Taftîsyî.2

Usul Mas Mansur ini didasarkan
pada fakta, khususnya di Jawa
Timur, tentang berkembangnya
perdebatan masalah khilafiyah.
Tidak jarang persoalan khilafiyah ini
menjadikan warga masyarakat
terpecah-belah, pertikaian bahkan
sampai berujung pada benturan fisik
antar warga. Hal demikian harus
menjadi perhatian Muhammadiyah
sehingga warga Muhammadiyah
dapat dihindarkan dari peristiwa
demikian.

1Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah
Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas
Muhammadiyah Malang, hal. 49.

2M. Junus Anis, “Asal Usul Diadakan Majlis Tarjih dalam Muhammadiyah,” dalam Suara
Muhammadiyah, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), hlm. 3; Majlis Tarjih dan
Tajdid, Buku Agenda Musyawarah, Ibid.
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Usul dan gagasan yang di-
sampaikan Mas Mansur ini menarik
perhatian peserta Kongres dan men-
jadi pembicaraan semua peserta.
Oleh karena urgensitas gagasan
tersebut, khususnya untuk meng-
antisipasi agar antar warga Muham-
madiyah tidak terjadi perdebatan
yang berujung pada benturan fisik,
maka usul dan gagasan Mas Mansur
telah diterima secara aklamasi oleh
peserta Kongres, dengan perubahan
nama dari tiga majlis yang diusulkan
menjadi satu majlis, yakni Majlis
Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di
Pekalongan ini, diputuskan di-
terimanya majlis baru di Muhamma-
diyah, yaitu Majlis Tarjih. Dalam
keputusan Kongres ke-16 ini,
kepengerusuan Majlis Tarjih belum
terbentuk, begitu juga Manhaj
Tarjih atau Qaidah Tarjih belum
dibuat.3 Ini berarti bahwa Majlis
Tarjih belum dapat bekerja sebagai
organisasi.

Kelengkapan kepengurusan dan
kelengkapan lainnya dari Majlis
Tarjih yang baru diputuskan, Kong-
res ke-16 di Pekalongan membentuk
sebuah komisi untuk dapat mem-
persiapkan segala sesuatunya
berkaitan dengan terbentuknya
Majlis Tarjih, termasuk di dalamnya
Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi
waktu lima tahun dan harus sudah
berhasil merumuskannya untuk

selanjutnya akan diputuskan dalam
Kongres ke-17 di Yogyakarta.

Dari uraian tersebut di atas,
dapat dikemukakan di sini bahwa
sejarah adanya Majlis Tarjih dalam
Muhammadiyah dapat dilacak dari
dua Kongres Muhammadiyah, yaitu
kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua
Kongres ini dapat disimpulkan bah-
wa sesungguhnya gagasan perlunya
dibentuk Majlis Tarjih diputuskan
pada Kongres ke-16 di Pekalongan.
Sedangkan pada Kongres ke-17 di
Yogyakarta, kepengurusan Majlis
Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai
pedoman dalam bertarjih telah
ditetapkan. Jadi, secara resmi ber-
dirinya Majlis Tarjih secara lengkap,
baik Qaidah dan kepengurusan
memang terbentuk pada tahun
1928, yaitu pada saat Kongres
Muhammadiyah ke-17. Dengan
kata lain, Majlis Tarjih sebagai
organisasi mulai bekerja lembaga
fatwa sejak periode Kongres
Muhammadiyah ke-17 hingga kini.4

Tulisan singkat ini akan men-
coba untuk menyajikan pola pene-
tapan Majlis Tarjih yang kini telah
menjadi salah satu lembaga fatwa di
Indonesia di samping Majlis Ulama
Indonesia, Bahsul Masail NU dan
Dewan Hisbah Persis. Sebagai
sebuah lembaga fatwa, Majlis Tarjih
telah memiliki pola penetapan
hukum Islam.

3Dikutip dari Oman Fathurrahman SW, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah:
Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh. Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000, hlm. 11.

4Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, hlm. 13.
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FATWA MENURUT MAJLIS
TARJIH.

Pengertian umum fatwa.Pengertian umum fatwa.Pengertian umum fatwa.Pengertian umum fatwa.Pengertian umum fatwa.
Menurut Muhammad Atho Mu-
dzhar, sedikitnya ada empat jenis
pemikiran hukum Islam yang
dikenal dalam perjalanan sejarah
hukum Islam, yaitu pertama,
pemikiran hukum Islam yang ada
dalam kitab-kitab fikih. Kedua,
pemikiran hukum Islam yang ada
dalam perundang-undangan di
negara Muslim. Ketiga, pemikiran
hukum Islam yang ada dalam
keputusan hakim di pengadilan
agama. Keempat, pemikiran hukum
Islam yang ada dalam fatwa-fatwa
ulama. Keempat jenis ini memiliki
karakteristik yang berbeda-beda.
Kitab-kitab fikih ditulis oleh penga-
rangnya tidak dimaksudkan untuk
diberlakukan secara umum di suatu
negeri dan tidak dimaksudkan untuk
digunakan pada periode tertentu.
Oleh karena itu, isi kitab-kitab fikih
tidak mengikat kepada siapa pun.
Adapun perundang-undangan di
negara Muslim diundangkan untuk
suatu negeri tertentu, oleh karena
itu ia mengikat semua warga negara
di negara yang mengundang-
kannya. Sedangkan keputusan
pengadilan agama diputuskan oleh
pengadilan yang mengikat kepada

para pihak yang berperkara.
Sedangkan fatwa-fatwa ulama
dirumuskan karena ada pertanyaan
dari mustaftî. Fatwa ini tidak
mempunyai daya ikat kepada si
penanya (mustaftî).5 Untuk lebih
detailnya jenis pemikiran hukum Is-
lam yang keempat ini, berikut ini
akan dijelaskan secara rinci. Pen-
jelasan detail ini karena terkait
dengan sub-judul, seperti termaktub
di atas.

Secara etimologis, kata fatwâ
merupakan kata yang diserap dari
bahasa Arab, yaitu al-fatwâ. Kata al-
fatwâ ini merupakan bentuk ism
(kata benda) yang singular (mu-
frad), adapun dalam bentuk
jama‘nya (pluralnya) adalah al-
fatâwâ.6 Secara bahasa, al-fatwâ
memiliki arti petuah, nasihat, jawab-
an atas pertanyaan yang berkaitan
dengan hukum suatu masalah.7

Dalam Kamus Umum Bahasa Indo-
nesia, fatwa diartikan sebagai jawa-
ban (keputusan) yang diberikan oleh
ahli hukum Islam terutama oleh
mufti tentang suatu masalah.8

Menurut Yûsuf Qardâwî, secara
bahasa al-fatwâ adalah jawaban
mengenai suatu kejadian (peristiwa).
Asal muasal kata al-fatwâ, kata al-
Zamakhsyari, seperti dikutip oleh
Yûsuf Qardâwî, adalah berasal dari

5Muhammad Atho Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Budy
Munawar-Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1994,
hlm. 369-370.

6Louis Ma‘lûf, al-Munjid, hlm. 569.
7Abdul Aziz Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva,

2001, Jilid 1, hlm. 326.
8W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985,

hlm. 281
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kata al-fatâ yang memiliki makna
pemuda dalam usianya.9 Secara
istilah, makna fatwa dalam kajian
usul fikih adalah pendapat yang
dikemukakan seorang mujtahid atau
fakih sebagai jawaban yang
diajukan peminta fatwa (mustaftî)
dalam suatu kasus yang sifatnya
tidak mengikat.10 Yûsuf Qardâwî,
ulama yang sangat produktif menulis
buku yang buku-bukunya banyak
diterjemahkan ke dalam bahasa In-
donesia ini, mendefinisikan fatwa
adalah menerangkan hukum syara‘
dalam suatu persoalan sebagai
jawaban dari suatu pertanyaan, baik
si penanya itu jelas identitasnya
maupun tidak, baik perseorangan
maupun kolektif.11 Dalam at-Ta‘rîf,
al-Manâwî (w. 1031 H/1622 M)
mendefinisikan fatwa sebagai
penjelasan kepada penanya tentang
hukum kasus yang ditanyakan.12

 Dari pengertian ini, dapat
dikemukakan di sini bahwa pemberi
fatwa disebut dengan muftî

sedangkan peminta fatwa disebut
dengan mustaftî. Sekarang ini, muftî
atau pemberi fatwa dapat dilakukan
oleh seorang tokoh dalam kapasitas
sebagai pribadi dan dapat juga
dilakukan atas nama lembaga.

Al-Quran al-Karîm, mukjizat
yang diturunkan secara bertahap
(tadrij), terdiri dari tiga puluh juz’
dan 114 surat merupakan wahyu
Allah yang dibawa oleh Muham-
mad saw. sebagai Nabi dan Rasul
Allah terakhir telah menggunakan
beberapa kata yang isinya berisi
fatwa sebagaimana definisi fatwa
tersebut, misalnya يستفتونك  dan
dua kata ini paling banyak , يسئلونك
dipergunakan oleh al-Quran al-
Karîm dari kata sejenisnya. Kata
dan seakar kata denganya  يستفتونك
dapat dijumpai di dalam al-Quran
al-Karîm, yaitu pada surat an-Nisâ’
(4): 127,13 176;14 Yûsuf (12): 41;15 dan
al-Kahfi (18): 22,16 sedangkan kata
dapat dijumpai sebanyak 13  يسئلونك
kata di dalam al-Quran al-Karîm,

9Yûsuf Qardâwî, al-Fatwâ Bain al-Indibâm wa al-Tasayyub, terj. As‘ad Yasin, Fatwa Antara
Ketelitian dan Kecerobohan. Jakarta: Gema Insani Press, 1997, 5. Bandingkan dengan Ibn
Man“ûr, Lisân al-‘A‘rab. Beirut: Dâr Sadir,t.t, XV, hlm. 147-148.

10Abdul Aziz Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum, hlm. 326.
11Yûsuf Qardâwî, al-Fatwâ, hlm. 5.
12Al-Manâwî, al-Ta‘rîf. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‘âsir 1410 H, 550, dikutip dari Syamsul

Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Book, 2007, hlm. 300.
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yaitu surat al-Baqarah (2): 189,17

215,18 217,19 219,20 220,21 222;22 al-
Mâidah (5): 4;23 al-A‘râf (7): 187;24

al-Anfâl (8): 1;25 al-Isrâ’ (17): 85;26 al-
Kahfi (18): 83;27 Tâha (20): 105;28 dan
al-Nâzi‘ât (79): 42.29 Ada juga ayat
yang merupakan jawaban atas
pertanyaan tetapi jawaban itu tidak
memakai dua kata seperti yang
disebutkan sebelumnya, misalnya,
dalam surat al-Mâidah (5): 87-88.
Ayat ini merupakan jawaban atas
pertanyaan seorang laki-laki kepada
Nabi, di mana laki-laki ini
menyampaikan kepada Nabi bahwa
kalau dia makan daging, bangkitlah
syahwatnya kepada wanita, karena
itu, lapor laki-laki tersebut, ia
mengharamkan makan daging
untuk dirinya. Berdasarkan kejadian
ini, turunlah ayat 87-88 surat al-
Mâidah (5):

Artinya: Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu meng-
haramkan makanan yang baik yang
sudah dihalalkan oleh Allah, dan
jangan pula kamu berlebih-lebihan
(87). Dan karena itu, makanlah re-
zeki yang diberikan kepadamu yang
halal dan yang baik dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Tuhan yang
beriman kepada-Nya (88).

Adapun hadis yang menjadi
latar belakang turunnya kedua ayat
di atas adalah sebagai berikut:
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Artinya: Dari Ibn ‘Abbâs r.a,
sesungguhnya ada seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah saw. Lalu
bertanya kepada Rasul, ya Rasul,
jika saya makan daging, bangkitlah
syahwatku kepada perempuan,
maka saya mengharamkan kepada
diriku untuk memakan daging,
maka Allah menurunkan ayat:
wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengharamkan
barang-barang yang baik yang
dihalkan Allah kepada kamu
sekalian, dan janganlah kamu
berlebihan, sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas, dan makanlah
apa saja yang halal lagi baik yang
dirizkikan kepada kamu sekalian
(HR. at-Tirmizî).

Sanad hadis ini terdiri dari ‘Abd
Allâh b ‘Abbâs `Abd al-Mutallib b

Hisyâm, ‘Ikrimah Maulâ Ibn ‘Abbâs,
‘Usmân b Sa‘ad, ad-Dahak b
Mukhallid b ad-Dahak b Muslim,
dan ‘Amr b ‘Alî b Bahr b Kunaiz.
Hadis yang diriwayatkan oleh at-
Tirmizî ini sanadnya bersambung
namun ada salah satu rawi dalam
sanad ini, yaitu ‘Usmân b Sa‘ad yang
dinilai oleh para kritikus hadis
sebagai rawi yang da‘îf.30 Tetapi
menurut at-Tirmizî sendiri, hadis
yang diriwayatkannya termasuk
hadis hasan garîb.

Dari pengertian fatwa di atas,
dapat disimpulkan bahwa format
fatwa itu adalah tanya jawab atau
dialog antara mustaftî dengan muftî.
Dilihat dari sisi format ini, agaknya
fatwa telah muncul sejak Nabi
Muhammad masih hidup. Muham-
mad sebagai Nabi dan Rasul telah
menjadi sosok manusia yang
menjadi contoh dan teladan bagi
para sahabat. Karena itu, segala
persoalan yang dihadapi para
sahabat akan ditanyakan kepada
Nabi Muhammad saw untuk
memperoleh jawabannya. Setelah
beliau wafat, fatwa mengalami
perkembangan yang pesat, sebab
persoalan terus bergulir bersamaan
dengan perkembangan masyarakat
Muslim. Seperti diketahui bahwa
perkembangan masyarakat Muslim
yang pesat secara otomatis diikuti
dengan munculnya persoalan baru
yang dihadapi masyarakat Muslim
itu sendiri. Perkembangan fatwa ini
terus mengalami perkembangan baik
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secara kuantitatif maupun kualitatif,
baik pada masa klasik maupun mod-
ern seirama dengan perkembangan
masyarakat itu sendiri.31

Dalam masa modern ini, sesuai
dengan kemajuan ilmu pengetahu-
an dan teknologi, penyebaran fatwa
telah berkembang pesat, baik
ditetapkan secara individual
maupun kolektif melalui berbagai
media, sebut saja, mulai radio,32

surat kabar,33 majalah,34 televisi35

dan internet. Dengan penyebaran
melalui media-media ini, fatwa tidak
hanya dibaca oleh muftaftî saja
sebagai orang yang berkepentingan
meskipun tidak mengikat terhadap
dirinya tetapi juga masyarakat luas,
tidak hanya di tempat di mana
muftaftî berada, bahkan masyarakat
di negara lain dapat mengakses
fatwa yang dikeluarkan, khususnya
lewat internet atau penerjemahan.

Dari perjalanan sejarah iftâ’ dari
masa klasik sampai zaman modern
telah dihasilkan ratusan jilid him-
punan fatwa. Haji Khalîfah (w.
1067/1658 M) menyebutkan bahwa

buku-buku fatwa yang terbit dalam
lingkungan mazhab hingga zaman-
nya tidak kurang dari 160 judul, dan
‘Umar al-Jidi menyebutkan sekitar 80
judul buku kumpulan fatwa
mazhab Mâlikî. Di antara himpunan
fatwa dari zaman klasik adalah
Fatâwâ Ibn Taimiyyah. Adapun di
zaman modern ini, seperti him-
punan fatwa Dâr al-Iftâ’ di Kairo
sebanyak 130 volume lebih yang
merekam fatwa institusi selama lebih
dari satu abad sejak tahun 1895.36

Dalam kajian usul fikih, biasa-
nya dibedakan antara muftî dengan
mujtahid. Muftî, seperti telah
disinggung di atas, adalah seorang
pemberi fatwa, baik karena diminta
oleh masyarakat atau tidak. Sedang-
kan mujtahid adalah orang yang
melakukan penemuan hukum, baik
dari al-Quran, as-Sunnah al-Maq-
bûlah maupun dengan mengguna-
kan metode-metode tertentu. Pem-
bedaan ini sebetulnya tidak selama-
nya benar. Sebagai muftî, dia harus
mampu menjawab segala persoalan
yang ditanyakan oleh masyarakat,

31Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam, hlm. 297.
32Penyebaran melalui radio ini biasanya dilakukan secara interaktif antara muftaftî dengan

pemberi fatwa (muftî).
33Di Indonesia, surat kabar Republika, misalnya, telah memberikan kolom tanya jawab

agama Islam, khususnya di bulan ramadan. Di Yogyakarta, misalnya, ada koran Kedaulatan
Rakyat, memiliki rubrik “tanya jawab” yang diasuh oleh Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman,
guru besar UIN Yogyakarta. Kolom tanya jawab seperti ini tidak hanya ada pada Koran
tetapi juga majalah-majalah.

34Contoh untuk majalah ini adalah Suara Muhammadiya yang terbit dwi mingguan. Di
dalam majalah ini, fatwa-fatwa Tarjih dimuat yang hasil merupakan hasil pertanyaan dari
warga, khususnya warga muhammadiyah.

35Televisi swasta, setiap hari di pagi hari, menampilkan tanya jawab secara interaktif
antara penanya dengan pembicara, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, hampir setiap televisi
swasta menampilkan tanya jawab agama, bisanya ditayangkan menjelang berbuka dan
setelah sahur.

36Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam, hlm. 298-299.
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baik yang ditanyakan itu ada
penjelasannya di dalam sumber
ajaran Islam atau tidak. Dalam
posisi demikian, seorang mufti tentu
harus menguasai seperti yang
dimiliki seorang mujtahid. Dengan
demikian, pembedaan mufti dan
mujtahid perlu dikaji ulang.

Fatwa dalam kajian usul fikih,
seperti disebutkan dalam definisi di
atas, tampaknya makna fatwa lebih
fokus pada persoalan hukum. Fokus
ini dapat dipahami karena definisi
ini dikemukakan oleh ahli usul fikih.
Namun, kalau dicermati fatwa-
fatwa kontemporer, nampak dengan
jelas bahwa isi fatwa tidak hanya
terbatas pada masalah hukum saja
tetapi lebih dari itu, yaitu fatwa-
fatwa dewasa ini menyangkut
semua persoalan dalam agama,
mulai dari masalah hukum, akhlak,
akidah dan muamalah. Berangkat
dari sini, sebetulnya lembaga fatwa
itu boleh dikatakan adalah lembaga
agama.

Di samping itu, muftî juga
dibedakan dengan hakim. Hakim
adalah suatu jabatan di suatu
lembaga pengadilan. Kalau muftî
adalah pemberi fatwa sebagai
jawaban atas suatu pertanyaan
yang diajukan kepadanya, maka
hakim adalah orang yang membuat
keputusan berdasarkan persoalan-
persoalan yang diajukan masyarakat
kepada pengadilan. Persoalan-
persoalan yang diputuskan oleh
hakim terbatas pada kompetensi

(kewenangan) pengadilan yang
diberikan negara. Dengan kata lain,
produk pengadilan hanya terbatas
pada kewenangannya. Sedangkan
fatwa dapat mencakup berbagai
persoalan kehidupan yang dihadapi
masyarakat. Di Indonesia, kewe-
nangan pengadilan agama hanya
terbatas pada empat pokok masalah,
yaitu masalah perkawinan, kewaris-
an, perwakafan dan problem
ekonomi syariah.37 Sedangkan
fatwa dapat mencakup berbagai
persoalan kehidupan yang dihadapi
masyarakat. Dilihat dari sudut
kekuatan hukum atau daya ikat
produk yang diputuskan, fatwa
seorang muftî tidak mengikat
kepada siapa saja, sementara kepu-
tusan hakim dari suatu pengadilan
mengikat kepada para pihak yang
berperkara di pengadilan.

Sejarah perkembangan muftî
selalu terkait dengan perkembangan
fikih itu sendiri. Di saat sejarah fikih
mengalami perkembangan menjadi
mazhab-mazhab maka muftî di-
batasi pada ruang lingkup mazhab
tertentu. Seorang muftî dari mazhab
tertentu cukup menguasai fikih
mazhab tersebut. Ini berbeda dengan
perkembangan fikih sebelumnya, di
mana masyarakat dari berbagai
lapisan yang belum disekat-sekat
dengan mazhab, mereka diharuskan
menguasai berbagai persolan, tidak
hanya menyangkut kemampuan
yang terkait dengan fokus akademik
keilmuan tetapi juga menguasai

37Lihat, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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perkembangan masyarakat itu
sendiri, di mana persoalan itu
muncul.

Dewasa ini, khususnya di ber-
bagai negara Islam, telah terbentuk
lembaga-lembaga fatwa yang secara
resmi menjadi bagian dari negara,
misalnya di Saudi Arabia, Mesir,
Maroko, dan lain-lain. Tugas dari
lembaga ini adalah mengurus
berbagai persoalan umat Islam. Di
lembaga-lembaga ini, muftî men-
duduki posisi yang strategis. Muftî
sebagai suatu jabatan keagamaan
dalam suatu negara harus meng-
ayomi umat sesuai dengan per-
undangan-undangan. Ia tidak lagi
terikat oleh mazhab tertentu tetapi
pedomannya adalah sesuai dengan
kehendak negara seperti yang
disebutkan oleh konstistusi.

Tugas muftî tidaklah ringan
karena fatwa yang disampaikan
menyangkut agama. Artinya, fatwa-
fatwa yang disampaikan merupa-
kan bentuk penafsiran agama atas
masalah yang diajukan oleh mus-
taftî. Berdasarkan kenyataan ini,
dalam kajian usul fikih, diajukan
persyaratan-persyaratan sehingga
fatwa yang dirumuskan dapat
dipertanggungjawabkan. Persyarat-
an itu adalah (1) bâlig, berakal, dan
merdeka. (2) adil, dan (3) meme-
nuhui persyaratan seorang mujtahid
atau memiliki kapasitas keilmuan
untuk memberikan fatwa. Persya-
ratan pertama lebih menyangkut
komponen individualitas mufti.
Persyaratan kedua lebih terkait
dengan sikap keberagamaan mufti.
Seorang mufti memang harus
demikian karena ia dianggap mam-

pu secara teoritik maupun peng-
amalan ajaran Islam. Al-Ghazali
mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan adil dalam konteks ini
adalah ia memiliki sikap istiqâmah
dalam beragama dan selalu menjaga
murûah. Persyaratan ketiga lebih
menyangkut kapasitas keilmuan.
Hal ini penting oleh karena seorang
muftî harus berpengatahuan luas.

Syarat adil (integritas pribadi)
dan keilmuan bagi seorang muftî
seperti disebutkan di atas menjadi
perhatian yang serius dari para
ulama. Sebab keadilan memiliki
implikasi terhadap fatwa yang akan
disampaikan. Sering terjadi, ada
muftî yang memberikan fatwa
sesuai dengan pesanan. Adanya
gejala demikian harus diantisipasi
sedemikian rupa sehingga wibawa
fatwa dapat dijaga kehormatannya.
Sedangkan syarat kedua, yakni
keilmuan, maka muftî akan ber-
usaha menggali dari nac dan metode
lain agar fatwa yang disampaikan
sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian Fatwa MajlisPengertian Fatwa MajlisPengertian Fatwa MajlisPengertian Fatwa MajlisPengertian Fatwa Majlis
Tarjih.Tarjih.Tarjih.Tarjih.Tarjih. Majlis Tarjih membagi
produknya ke dalam tiga kategori,
yaitu Keputusan Tarjih, Fatwa
Tarjih dan Publikasi Tarjih. Ketiga
produk ini memiliki spesifikasi dan
daya ikat yang berbeda, khususnya
bagi warga Muhammadiyah. Ke-
putusan Tarjih merupakan suatu
keputusan yang dibuat melalui fo-
rum Muktamar Tarjih atau Musya-
warah Nasional Tarjih. Kategori ini
dilaksanakan, setidaknya lima tahun
sekali. Hasil keputusan yang dibuat
dalam forum Musyawarah Nasional
mengikat bagi pimpinan Muham-
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madiyah dari seluruh jajaran
struktural Muhammadiyah, baik
dari pusat, wilayah, daerah, cabang
maupun ranting. Problem yang
menyertai kategori ini adalah masa
yang terlalu lama, yaitu lima tahun
karena pada saat yang sama
persoalan di tengah masyarakat
terus bergulir tanpa dibatasi oleh
waktu.38

Untuk mengatasi problem jenis
produk yang pertama di atas, maka
dibuat kategori kedua yaitu Fatwa
Tarjih. Fatwa Tarjih merupakan fo-
rum yang dilaksanakan tim Pim-
pinan Pusat Muhammadiyah Majlis
Tarjih. Forum ini dibentuk untuk
memenuhi permintaan dari berbagai
wilayah, daerah atau perorangan
tentang Fatwa Tarjih berkaitan
dengan persoalan yang dihadapi
warga Muhammadiyah yang perlu
segera mendapat jawaban Fatwa
Tarjih. Pertanyaan-pertanyaan
warga Muhammadiyah ini kemu-
dian dikirimkan kepada Suara
Muhammadiyah. Melalui Suara
Muhammadiyah ini, Majlis Tarjih
menjawab apa saja yang ditanya-
kan oleh warga Muhammadiyah,
mulai dari persoalan akidah, ibadah,
muamalah, politik, ilmu-ilmu al-
Quran, as-Sunnah al-Maqbûlah dan
seterusnya. Sedangkan publikasi
Tarjih adalah makalah dan
penerbitan buku yang dianggap
dapat memberikan wawasan ten-

tang keislaman yang dipandang
relevan dengan Majlis Tarjih.39

Dilihat dari substansi isi antara
Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih,
keduanya sama-sama membahas
berbagai persoalan dalam Islam,
dimulai dari masalah akidah,
ibadah, muamalah, ‘ulûm al-Quran,
‘ulûm as-Sunnah al-Maqbûlah dan
berbagai macam persoalan lainnya.
Adapun yang berbeda adalah teknis
pembuatan dan daya ikat kepada
warga Muhammadiyah. Berdasar-
kan konteks ini, maka Fatwa Tarjih
dan Keputusan Tarjih boleh dikata-
kan memiliki kesamaan dengan
fatwa keagamaan pada umumnya,
seperti dalam kajian usul fikih. Oleh
karena itu, dalam tulisan ini, yang
dimaksud dengan Fatwa Tarjih
terdiri dari Keputusan dan Fatwa
Tarjih.

Keputusan Tarjih dibuat melalui
forum Musyawarah Nasional Tarjih
(selanjutnya ditulis Munas Tarjih)
yang sekurang-kurangnya diseleng-
garakan satu kali dalam satu masa
jabatan. Dilihat dari pesertanya,
Munas Tarjih berasal dari ulama
Muhammadiyah dari berbagai
Wilayah Muhammadiyah se-Indo-
nesia ditambah utusan dari berbagai
organisasi kemasyarakatan yang
berbasis Islam. Dalam memecahkan
suatu masalah, Munas Tarjih selalu
menghadirkan seorang yang ahli

38Syamsul Anwar, “Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah’, dalam Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000, hlm.
Xii.

39Ibid., hlm. Xiii.
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dibidangnya, umpamanya, masalah
ekonomi, maka Munas Tarjih akan
mengundang seorang yang ahli
dalam bidang persoalan ekonomi
sehingga persoalan yang akan
dijadikan Keputusan Tarjih betul-
betul dipahami dengan sangat baik.
Sedangkan Fatwa Tarjih yang
dikoordinasikan oleh divisi yang
dibentuk Pimpinan Majlis Tarjih.
Fatwa Tarjih dapat dibuat setiap
saat sesuai dengan kebutuhan dan
keperluan. Dari sini, bila dibanding-
kan dengan Keputusan Tarjih,
Fatwa Tarjih jauh lebih fleksibel
sesuai dengan perkembangan
masalah yang dibutuhkan dan
dihadapi, baik oleh warga Muham-
madiyah maupun warga masya-
rakat pada umumnya yang meminta
fatwa kepada Majlis Tarjih.

Dalam membahas persoalan-
persoalan, baik Keputusan maupun
Fatwa Tarjih, diawali dengan me-
mahami esensi persoalan yang
dibahas. Setelah itu, dicari jawaban-
nya di dalam sumber ajaran Islam,
yaitu al-Quran dan as-Sunnah al-
Maqbûlah. Merujuk kepada kedua
sumber ajaran Islam ini sesuai
dengan komitmen Muhammadiyah
yang tercermin dalam slogannya,
yaitu kembali kepada al-Quran dan
al-Sunnah (al-rujû‘ ilâ al-Qur’ân wa
al-Sunnah al-Maqbûlah). Jika cara
ini tidak ditemukan, maka Fatwa
Tarjih maupun Keputusan Tarjih
ditetapkan berdasarkan metode

penetapan hukum seperti dalam
kajian usul fikih pada umumnya.
Untuk memperkuat keputusannya,
Majlis Tarjih memakai pendapat
para ulama. Dilihat dari sini, dapat
disimpulkan bahwa Fatwa Tarjih
dan Keputusan Tarjih itu tidak sama
dengan pengertian tarjih dalam
kajian-kajian usul fikih yang hanya
mencari dalil dan argumentasi yang
paling kuat dari berbagai dalil atau
pendapat yang ada. Sebaliknya,
kalau dilhat dari proses dan hasil-
nya, Fatwa dan Keputusan Tarjih
sama persis dengan hasil ijtihad.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa Fatwa dan Keputusan Tarjih
merupakan produk ijtihad.

Dari uraian-uraian terdahulu,
dapat dibuat kesimpulan bahwa
pada awalnya Tarjih sebagai nama
bagi nama Majlis Tarjih Muhamma-
diyah dipilih seperti pengertian
tarjih dalam usul fikih. Namun,
seiring dengan perkembangan
Muhammadiyah, Majlis Tarjih telah
berfungsi sebagai lembaga ijtihad.
Sebab, yang dilakukan oleh Muham-
madiyah tidak hanya me-râjih
(mencari pendapat yang paling kuat
dari) pendapat-pendapat yang ada
tetapi lebih dari itu, Majlis Tarjih
telah beraktifitas seperti ijtihad
dalam pengertian usul fikih.

Sumber hukumSumber hukumSumber hukumSumber hukumSumber hukum. Menurut
Majlis Tarjih, sumber hukum untuk
penetapan fatwa adalah al-Quran
dan as-Sunnah al-Maqbûlah.40

40PP Majlis Tarjih dan Tajdid, Manhaj Tarjih, 2006, bab III huruf B.  Dalam studi usul fikih
dikenal dua istilah yang disepadankan untuk dipakai dalam penyebutan terhadap al-Quran
dan as-Sunnah al-Maqbûlah ini, yaitu pertama, al-adillah asy-Syar‘iyyah yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan dalil hukum, dan kedua, macâdir al-ahkâm yang
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Penetapan atas al-Quran dan as-
Sunnah al-Maqbûlah sebagai sum-
ber hukum ini berbeda dengan
beberapa ahli usul fikih lainnya, yang
menetapkan sumber hukum tidak
hanya al-Quran dan as-Sunnah al-
Maqbûlah saja tetapi ijtihad dapat
dijadikan sebagai sumber hukum.
Bagi Muhammadiyah, ijtihad lebih
dimaknai sebagai proses daripada
sebagai produk. Ijtihad sebagai
produk dapat saja dijadikan sebagai
sumber informasi untuk menetap-
kan suatu hukum. Namun, penger-
tian seperti ini yang dimaksudkan
adalah hasil ijtihad.

Dalam memahami sumber
hukum, yakni al-Quran dan as-
Sunnah al-Maqbûlah terdapat dua
kecenderungan, yaitu berorientasi
pada teks dan berorientasi pada
konteks. Orientasi pertama biasa
disebut dengan pemahaman teks-
tual, sedangkan orientasi kedua
biasa disebut dengan pemahaman
kontekstual. Dua kecenderungan ini

dilaksanakan oleh Majlis Tarjih
dalam memahami dua sumber
hukum Islam. Pemahaman dengan
orientasi tekstual dipakai oleh Majlis
Tarjih untuk masalah-masalah yang
ada hubungannya dengan akidah
dan ibadah. Sedangkan orientasi
kedua, yaitu pemahaman konteks-
tual dipakai untuk memahami
masalah-masalah yang bersifat
muamalah.41

MetodeMetodeMetodeMetodeMetode PenetapanPenetapanPenetapanPenetapanPenetapan. Adapun
metode penetapan hukum menurut
Majlis Tarjih adalah bayânî (seman-
tik), ta‘lîlî dan istislâhî. Yang di-
maksud dengan bayânî adalah
metode penetapan hukum yang
menggunakan pendekatan kebahas-
an. Sedangkan ta‘lîlî adalah metode
penetapan hukum yang mengguna-
kan pendekatan penalaran. Adapun
istislâhî (filosofis) adalah metode
penetapan hukum yang meng-
gunakan kemaslahatan sebagai
dasar pertimbangan dalam penetap-
an hukum.42

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sumber hukum. Menurut Amir
Syarifuddin, kedua istilah ini memiliki makna yang tidak sinonim. Sumber hukum memiliki
makna suatu wadah yang dari padanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Sedangkan
dalil hukum memiliki makna sesuatu yang menunjuki dan membawa kita dalam menemukan
hukum. Berdasarkan pengertian ini, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa sumber hukum
itu hanya al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah, sedangkan dalil hukum itu bisa al-Quran, as-
Sunnah al-Maqbûlah, qiyâs, ijma‘, maslahah mursalah, istihsân, syar‘un man qablana, `urf
dan seterusnya. Lihat, Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam.
Padang: Angkasa Raya, 1990, hlm. 20-21.

41Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat pada Pokok-pokok Manhaj Tarjih
point 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada point 1 Pokok-
pokok Manhaj Tarjih, meskipun pada point 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa
ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman
secara kontekstual.

42Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006, bab III huruf E. Dalam Manhaj ini, istilah yang dipakai
adalah bayânî, ta‘lîlî dan istislâhî, sedangkan dalam Pokok-pokok Manhaj Tarjih sebelumnya,
istilah yang dipakai adalah bayânî, qiyâsî dan istislâhî.
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Pendekatan PenetapanPendekatan PenetapanPendekatan PenetapanPendekatan PenetapanPendekatan Penetapan. Pen-
dekatan yang digunakan Majlis
Tarjih untuk masalah ijtihadiyah
adalah at-tafsîr al-ijtimâ‘î al-mu‘âsir,
at-târikhî, as-susiuluji dan al-
antrubuluji.43 Pemakaian pendekat-
an seperti ini merupakan bentuk
respon positif Muhammadiyah
terhadap perkembangan modern.
Dikatakan demikian karena dalam
kajian-kajian usul fikih, suatu ilmu
sebagai perangkat analisis atas
suatu fatwa, pendekatan yang
demikian tidak dijumpai. Pendekat-
an yang digunakan oleh Majlis
Tarjih ini berbeda dengan lembaga
fatwa lainnya, misalnya Majlis
Ulama Indonesia (MUI)44 atau
Dewan Hisbah Persatuan Islam
(Persis)45 atau Bahsul Masail NU.46

Penggunaan pendekatan ini
menunjukkan keterbukaan Majlis
Tarjih terhadap perkembangan
pemikiran modern.47

Teknik PenetapanTeknik PenetapanTeknik PenetapanTeknik PenetapanTeknik Penetapan. Pengguna-
an kata teknik dalam penetapan
Fatwa Tarjih memang agak berbeda
dengan kajian-kajian usul fikih.
Dalam kajian usul fikih, kata teknik
penetapan jarang digunakan bah-
kan bisa jadi tidak ditemukan istilah
ini. Yang sering dijumpai dalam
kitab-kitab usul fikih biasanya sum-

ber hukum atau dalil atau metode.
Adapun teknik yang dipergunakan
oleh Majlis Tarjih dalam penetapan
hukum adalah ijma, qiyas, masla
hah mursalah dan ‘urf.48 Teknik
perumusan hukum oleh Majlis
Tarjih ini berbeda dengan para ahli
usul fikih klasik, yang menempatkan
ijma, qiyas, maslahah mursalah dan
`urf sebagai sumber hukum atau dalil
hukum Islam, meskipun pengguna-
annya masih diperselisihkan (al-
adillah al-mukhtalaf fîhâ).

Penutup
Dari paparan-paparan singkat

di atas dapat ditarik beberapa point
berikut ini. Majlis Tarjih adalah
salah satu majlis di lingkungan
Muhammadiyah yang memiliki
kedudukan strategis, yaitu sebagai
pembantu pimpinan Persyarikatan
dalam menuntun keagamaan warga
Muhammadiyah, baik masalah
akidah, ibadah, muamalat, akhlak,
dan masalah keagamaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas ini,
Majlis Tarjih telah memiliki pola
penetapan fatwa di dalam memutus-
kan suatu masalah keagamaan. Pola
tersebut adalah bahwa setiap
masalah keagamaan yang putuskan

43Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006, bab III huruf E.
44Lihat, Pedoman Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, nomor U-596/MUI/X/

1997.
45Lihat, metode istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal

8 Juni 1996.
46 Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah

Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.
47Keterbukaan seperti ini telah disebutkan dalam point 4 Pokok-pokok Manhaj Tarjih.
48Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006, bab III huruf E.
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oleh Majlis Tarjih, baik berbentuk
Keputusan Tarjih maupun Fatwa
Tarjih, selalu dirujukkan kepada
sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran
dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Dalam
memahami dua sumber hukum ini,
Majlis Tarjih menggunakan pema-
haman tekstual dan kontekstual.

Adapun metode penetapan
fatwa menurut Majlis Tarjih adalah
bayânî (semantik), ta‘lîlî dan
istislâhî. Sedangkan pendekatan
yang digunakan Majlis Tarjih untuk
masalah ijtihadiyah adalah at-tafsîr
al-ijtimâ‘î al-mu‘âsir, at-târikhî, as-

susiuluji dan al-antrubuluji. Di
samping metode dan pendekatan,
Majlis Tarjih memakai teknik untuk
penetapan fatwa, yaitu ijma, qiyas,
maslahah mursalah dan ‘urf.49

Teknik perumusan hukum oleh
Majlis Tarjih ini berbeda dengan
para ahli usul fikih klasik, yang
menempatkan ijma, qiyas, maslahah
mursalah dan `urf sebagai sumber
hukum atau dalil hukum Islam,
meskipun penggunaannya masih
diperselisihkan oleh sebagian ulama
(al-adillah al-mukhtalaf fîhâ).
Wallahu A’lam.

49Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006, bab III huruf E.
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